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1. INTRODUCTION

Kompleksitas hukum Islam kontemporer menuntut pendekatan yang tidak
hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada tujuan hukum melalui
maqasid al-syari‘ah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran
magqasid al-syari‘ah Muhammad Tahir Ibn ‘Asyiir, Ahmad al-Raysiini, dan
Jasser Auda serta relevansinya terhadap persoalan kontemporer melalui
kaidah-kaidah usaliyyah. Penelitian kepustakaan ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-komparatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Ibn ‘Asyiir menempatkan magqasid sebagai
disiplin sistematis, al-Raysiini mengembangkannya sebagai metodologi
ijtihad yang operasional, sedangkan Auda menawarkan pendekatan sistem
yang dinamis dan integratif. Integrasi maqasid al-syari‘ah dan kaidah
ustliyyah penting untuk menjaga objektivitas ijtihad serta memastikan
hukum Islam tetap adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan.

ABSTRACT

The complexity of contemporary Islamic legal issues requires an approach
that is not merely text-oriented but also focused on the objectives of the law
through magqadsid al-shari‘ah. This study aims to analyze the concept of
magqasid al-shari‘ah developed by Muhammad Tahir Ibn ‘Ashiir, Ahmad al-
Raysiini, and Jasser Auda, as well as its relevance to contemporary issues
through the framework of ustliyyah legal maxims. This library research
employs a qualitative approach with descriptive-comparative analysis. The
findings reveal that Ibn ‘Ashiir positioned magqdsid as a systematic discipline,
al-Raystni developed it into a more operational methodology of ijtihad, while
Auda proposed a dynamic and integrative systems approach. The integration
of magqasid al-shari‘ah and usiliyyah legal maxims is essential for
maintaining the objectivity of ijtihad and ensuring that Islamic law remains
adaptive and oriented toward public welfare (maslahah).

Perkembangan masyarakat modern tidak hanya melahirkan kemajuan di berbagai bidang, tetapi
juga menghadirkan persoalan hukum yang semakin kompleks dan sulit dijawab dengan pendekatan
normatif semata. Fenomena seperti eksploitasi lingkungan, praktik ekonomi digital seperti fintech lending,
serta isu perlindungan data pribadi menunjukkan bahwa realitas sosial bergerak lebih cepat dibandingkan
dengan formulasi hukum yang ada. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan hukum Islam yang tidak hanya
tekstual, tetapi juga mampu menangkap tujuan dan nilai dasar dari syariat.

Dalam konteks tersebut, maqdsid al-syari‘ah menjadi salah satu pendekatan yang dinilai relevan
untuk menjembatani antara teks keagamaan dan realitas kontemporer. Pendekatan ini menempatkan
kemaslahatan sebagai orientasi utama hukum, sehingga hukum Islam tidak dipahami secara kaku,
melainkan sebagai instrumen yang adaptif dalam merespons perubahan zaman. Namun demikian,
penerapan maqasid dalam praktik penetapan hukum tetap memerlukan kerangka metodologis yang jelas,
terutama melalui integrasi dengan kaidah-kaidah usuliyyah sebagai instrumen istinbat.
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Pada perkembangan selanjutnya, kajian maqasid al-syari‘ah tidak lagi terbatas sebagai bagian dari
usul al-figh, tetapi berkembang menjadi paradigma metodologis dalam hukum Islam kontemporer. Hal ini
terlihat dari kontribusi para pemikir modern seperti Muhammad Tahir Ibn ‘Asyir, Ahmad al-Raysini, dan
Jasser Auda yang masing-masing menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memahami maqgasid. Ibn
‘Asyiir menekankan sistematisasi maqasid sebagai disiplin yang mandiri, al-Raysiini mengembangkan
magqasid sebagai metodologi ijtihad yang aplikatif, sedangkan Jasser Auda menawarkan pendekatan sistem
yang bersifat multidimensional. Kajian terhadap pemikiran ketiga tokoh tersebut menjadi penting karena
dapat memberikan gambaran mengenai arah perkembangan teori maqdsid al-syari‘ah dalam hukum Islam
kontemporer. Selain itu, pemahaman terhadap persamaan dan perbedaan pemikiran mereka juga
diperlukan untuk melihat bagaimana teori maqasid dikembangkan sebagai instrumen dalam merespons
berbagai persoalan kontemporer yang terus berkembang.

Kajian mengenai maqasid al-syari‘ah dalam pemikiran ulama kontemporer telah banyak dilakukan
oleh para peneliti. Penelitian yang membahas pemikiran Muhammad Tahir Ibn ‘Asyir umumnya berfokus
pada kontribusinya dalam mengembangkan teori magqasid al-syari‘ah modern dan perannya dalam
memperluas cakupan tujuan syariat. Kajian tersebut menunjukkan bahwa Ibn ‘Asyiir merupakan salah satu
tokoh penting yang berkontribusi dalam menghidupkan kembali diskursus magqgasid pada era
modern.(Muhammad Tahir Ibn ‘Asytr, 2001)

Penelitian mengenai Ahmad al-Raysiini umumnya mengkaji kontribusinya dalam pengembangan
metodologi maqdsid al-syari‘ah serta upayanya menjadikan maqadsid sebagai instrumen dalam proses ijtihad
dan pembaruan hukum Islam. Al-Raysini dipandang sebagai salah satu tokoh yang berhasil
menyistematisasi kajian maqasid sehingga lebih aplikatif dalam menjawab persoalan hukum
kontemporer.(Muhammad Tahir Ibn Asyur, 2001) Sementara itu, penelitian mengenai Jasser Auda lebih
banyak diarahkan pada pendekatan sistem (systems approach) yang dikembangkannya dalam memahami
hukum Islam. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan tersebut menawarkan paradigma baru
dalam kajian magqdsid al-syari‘ah dengan menekankan aspek keterbukaan, multidimensionalitas, dan
orientasi pada pembangunan manusia. (Tri Marfiyanto, 2019) Selain penelitian yang membahas masing-
masing tokoh secara individual, terdapat pula penelitian komparatif yang membandingkan pemikiran
Ahmad al-Raystini dan Jasser Auda. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa al-Raysinl cenderung
merepresentasikan corak maqasid yang dekat dengan tradisi klasik, sedangkan Jasser Auda menawarkan
paradigma yang lebih progresif melalui pendekatan sistem.(Muhammad Syamsul, et.al 2023)

Meskipun kajian terhadap masing-masing tokoh tersebut telah banyak dilakukan, sebagian besar
penelitian masih bersifat parsial dan belum mengkaji ketiganya secara komprehensif dalam satu kerangka
perkembangan pemikiran maqasid al-syari‘ah kontemporer. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan
analisis komparatif ketiga tokoh dengan pendekatan kaidah-kaidah usiliyyah dalam menjawab persoalan
kontemporer juga masih relatif terbatas. Akibatnya, belum terlihat secara utuh bagaimana kesinambungan
dan transformasi pemikiran maqasid dari satu tokoh ke tokoh lainnya, serta bagaimana teori tersebut dapat
dioperasionalkan dalam menghadapi problem hukum modern.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk mengkaji teori magqasid al-syari‘ah dalam
pemikiran Muhammad Tahir Ibn ‘Asyir, Ahmad al-Raysini, dan Jasser Auda, kemudian menganalisisnya
secara komparatif, serta menguji relevansinya terhadap persoalan kontemporer melalui pendekatan
kaidah-kaidah usuliyyah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan metodologi hukum Islam yang lebih kontekstual, sistematis, dan berorientasi pada
kemaslahatan.

Untuk itu rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji
perkembangan teori magqdsid al-syari‘ah dalam pemikiran Muhammad Tahir Ibn ‘Asyiir, Ahmad al-Raysini,
dan Jasser Auda sebagai tiga tokoh yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembaruan metodologi
hukum Islam kontemporer. Kajian ini berfokus pada pemahaman konseptual dan landasan epistemologis
magqasid al-syari‘ah menurut masing-masing tokoh, analisis komparatif terhadap persamaan, perbedaan,
serta perkembangan gagasan yang mereka tawarkan, dan relevansi pemikiran tersebut dalam menjawab
berbagai persoalan kontemporer melalui pendekatan kaidah-kaidah ustiliyyah. Fokus penelitian ini menjadi
penting karena kompleksitas masalah hukum modern menuntut metode istinbat yang tidak hanya
bertumpu pada pemaknaan tekstual, tetapi juga memperhatikan tujuan syariat, kemaslahatan, dan konteks
sosial yang terus berkembang, sehingga maqasid al-syari‘ah dapat berfungsi sebagai kerangka metodologis
yang mampu menjembatani antara otoritas teks dan kebutuhan realitas kontemporer.

Adapun tujuan penelitian penelitian ini adalah untuk menganalisis teori maqasid al-syari‘ah
menurut Muhammad Tahir Ibn ‘Asytr, Ahmad al-Raysini, dan Jasser Auda dan mengidentifikasi persamaan
dan perbedaan pemikiran ketiga tokoh dalam pengembangan teori maqdsid al-syari‘ah serta menganalisis
relevansi teori magqasid al-syari‘ah yang dikembangkan oleh ketiga tokoh tersebut terhadap berbagai
persoalan kontemporer.
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2. METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif
(Sugiyono, 2019). Data primer diperoleh dari karya-karya Muhammad Tahir Ibn ‘Asyir, Ahmad al-Raysiini,
dan Jasser Auda yang berkaitan dengan magqasid al-syari‘ah. Adapun data sekunder diperoleh dari buku,
artikel jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan objek
penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk
menjelaskan pemikiran masing-masing tokoh serta metode komparatif untuk mengidentifikasi persamaan
dan perbedaan pemikiran mereka. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menjelaskan perkembangan
teori maqasid al-syari‘ah kontemporer dan relevansinya terhadap berbagai persoalan hukum dan sosial
pada masa kini.

3. RESULT AND DISCUSSION
Teori Magasid Al-Syari‘ah Menurut Muhammad Tahir Ibn ‘Asyiir, Ahmad Al-Raysiini, dan Jasser Auda
Teori Magqdsid Al-Syari‘ah Menurut Muhammad Tahir Ibn ‘Asytr

Pemikiran magqasid al-syari‘ah mengalami perkembangan signifikan pada era modern, salah
satunya melalui kontribusi besar Muhammad Tahir Ibn Asyir (w. 1973 M), seorang ulama dan pemikir
reformis dari Tunisia. Ia dikenal sebagai tokoh yang berhasil merekonstruksi teori magqasid secara
sistematis dan menjadikannya sebagai disiplin ilmu yang mandiri dalam kajian hukum Islam. Berbeda
dengan ulama klasik yang membahas magqasid secara implisit dalam kerangka usil al-figh, Ibn ‘Asyiir secara
eksplisit merumuskan teori ini dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Menurut Ibn ‘Asytr, maqdsid al-syari‘ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi
tujuan dari penetapan hukum-hukum syariat secara umum maupun khusus. la menekankan bahwa setiap
ketentuan hukum dalam Islam tidaklah bersifat arbitrer, melainkan memiliki tujuan tertentu yang
berorientasi pada kemaslahatan manusia. Dalam karyanya Maqasid al-Syari‘ah al-Isldmiyyah, ia menyatakan
bahwa “Magqasid al-syari‘ah adalah tujuan-tujuan umum yang diperhatikan oleh syariat dalam seluruh atau
sebagian besar ketentuan hukumnya”(Muhammad Tahir Ibn ‘Asytr, 2001) Dengan demikian, maqdsid tidak
hanya dipahami sebagai tujuan parsial dari suatu hukum, tetapi juga sebagai prinsip universal yang menjadi
ruh dari keseluruhan sistem hukum Islam. Beberapa teori Maqasid Al-Syari‘ah menurut Muhammad Tahir
Ibn ‘Asyur adalah sebagai berikut:

Teori Kemandirian llmu Magqasid al-Syari‘ah

Salah satu kontribusi paling mendasar dari Muhammad Tahir Ibn ‘Asyir adalah gagasannya
mengenai kemandirian ilmu maqasid al-syari‘ah. la menegaskan bahwa magqasid tidak lagi sekadar bagian
dari ustl al-figh, tetapi dapat berdiri sebagai disiplin ilmu tersendiri yang memiliki objek kajian, metodologi,
dan fungsi yang independen. Dalam pandangannya, usil al-figh klasik terlalu berfokus pada metode istinbat
hukum dari teks, sementara magqdsid justru berbicara tentang tujuan universal syariat yang menjadi dasar
dari seluruh hukum. Oleh karena itu, menjadikan maqadsid sebagai disiplin mandiri merupakan langkah
penting untuk memperkuat orientasi hukum Islam pada tujuan, bukan hanya pada bentuk
tekstualnya.(Muhammad Tahir Ibn ‘Asyiir, 2001) Dengan demikian, Ibn ‘Asyiir menggeser paradigma dari
pendekatan tekstual-formal menuju pendekatan teleologis, yaitu memahami hukum berdasarkan tujuan
yang ingin dicapai oleh syariat.

Teori Maqasid ‘Ammah dan Magqasid Khdssah

Ibn ‘Asylr membagi maqasid ke dalam dua kategori utama, yaitu: Magasid ‘@mmah: tujuan umum syariat
yang mencakup seluruh bidang hukum, seperti menjaga ketertiban sosial, keadilan, kebebasan (hurriyyah),
dan kemaslahatan umum. Magasid khassah: tujuan khusus yang berkaitan dengan bidang hukum tertentu,
seperti tujuan dalam hukum keluarga, muamalah, atau pidana.

Pembagian ini menunjukkan bahwa Ibn ‘Asyir berupaya memperluas cakupan magqadsid, tidak
hanya terbatas pada lima kebutuhan pokok (al-dartiriyyat al-khams), tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial
yang lebih luas.

Teori Fitrah (al-Fitrah) sebagai Landasan Syariah

Ibn ‘Asylr menempatkan konsep fitrah sebagai salah satu dasar utama dalam memahami tujuan
syariat. Menurutnya, syariat Islam diturunkan sesuai dengan fitrah manusia, yaitu kecenderungan alami
manusia menuju kebaikan, keadilan, dan keteraturan. Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak boleh
bertentangan dengan fitrah manusia, karena hal tersebut akan menimbulkan kesulitan dan ketidakadilan.
Oleh karena itu, pemahaman terhadap maqdsid harus selalu mempertimbangkan aspek fitrah manusia
sebagai subjek hukum. Konsep ini memperkuat pandangan bahwa syariat bersifat humanis dan realistis,
karena berakar pada kondisi alami manusia. (Muhammad Tahir Ibn ‘Asyir, 2001)

Teori Nilai Kebebasan (Hurriyyah)
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Salah satu kontribusi penting Ibn ‘Asyiir adalah memasukkan hurriyyah (kebebasan) sebagai
bagian dari tujuan utama syariat. Ia berpendapat bahwa syariat Islam bertujuan untuk membebaskan
manusia dari penindasan dan keterbelengguan, baik dalam aspek pemikiran, ekonomi, maupun sosial. Hal
ini merupakan pengembangan dari teori klasik yang sebelumnya lebih berfokus pada perlindungan lima
prinsip dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Gagasan ini mencerminkan respons terhadap
perkembangan modern. Ibn ‘Asyir berupaya mengaitkan syariat dengan nilai kebebasan manusia.
Kebebasan yang dimaksud tetap dalam batas kemaslahatan.

Teori Magqasid sebagai Metode ljtihad

Ibn ‘Asyir menempatkan magqadsid al-syari‘ah sebagai landasan utama dalam proses ijtihad. la
mengkritik pendekatan tekstual yang kaku dan menekankan pentingnya memahami tujuan di balik teks.
Dengan demikian, seorang mujtahid tidak cukup hanya memahami lafaz, tetapi juga harus mampu
menangkap maksud syariat secara substansial.(Muhammad Tahir Ibn ‘Asyiir, 2001) Pendekatan ini menjadi
sangat relevan dalam menghadapi persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash,
sehingga magqasid berfungsi sebagai alat untuk menjembatani antara teks dan realitas. Pandangan ini juga
mengkritik pendekatan tekstual yang kaku dalam hukum Islam. Ibn ‘Asyir menekankan pentingnya
memahami tujuan di balik teks. Maqdsid menjadi alat untuk menilai relevansi hukum. Dengan demikian,
ijtihad menjadi lebih kontekstual dan responsif.

Teori Kemaslahatan dan Keberlangsungan Tatanan Sosial

Dalam pemikirannya, Ibn ‘Asyir menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan
kemaslahatan (maslahah) dan menjaga keberlangsungan tatanan sosial (nizam al-ummah). Kemaslahatan
tidak hanya dipahami dalam arti individual, tetapi juga kolektif, yaitu menjaga stabilitas dan keharmonisan
masyarakat. Oleh karena itu, setiap hukum harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan sosial,
mencegah kerusakan (mafsadah), dan memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Dengan
demikian, syariat memiliki fungsi sosial yang sangat kuat, yaitu sebagai suatu instrumen yang digunakan
untuk membangun peradaban yang adil dan berkelanjutan.(Muhammad Tahir Ibn ‘Asyir, 2001) Konstruksi
teori magqdsid al-syari‘ah menurut Ibn ‘Asyir menunjukkan adanya pergeseran penting dalam pemikiran
hukum Islam modern. Ia tidak hanya mengembangkan teori yang sudah ada, tetapi juga melakukan
sistematisasi dan perluasan konsep magqasid secara signifikan.

Menurut penulis secara kritis, pemikiran magqasid al-syari‘ah Muhammad Tahir Ibn ‘Asyir dapat
dipandang sebagai upaya pembaruan hukum Islam yang berhasil menggeser orientasi hukum dari sekadar
kepatuhan terhadap teks menuju pencapaian tujuan syariat yang lebih substantif, seperti keadilan,
kemaslahatan, kebebasan, dan ketertiban sosial. Pendekatan ini menjadikan hukum Islam lebih adaptif
dalam merespons persoalan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Namun, perlu
dicatat bahwa penekanan yang besar pada tujuan hukum juga berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam
menentukan kemaslahatan dan maqasid yang hendak diwujudkan, terutama ketika tidak tersedia
parameter yang jelas untuk membatasi penafsiran. Akibatnya, konsep maqasid dapat digunakan secara
berbeda oleh masing-masing penafsir sesuai dengan sudut pandang dan kepentingannya. Meski demikian,
gagasan Ibn ‘Asyur tetap memiliki nilai penting karena menawarkan jalan tengah antara tekstualisme yang
kaku dan liberalisasi hukum yang berlebihan, sehingga hukum Islam dapat tetap berpegang pada prinsip-
prinsip syariat sekaligus relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat modern.

Teori Magqasid Al-Syari‘ah Menurut Ahmad Al-Raystni

Pemikiran maqadsid al-syari‘ah mengalami perkembangan penting pada era kontemporer melalui
kontribusi Ahmad Al-Raystini, seorang ulama dan pemikir asal Maroko yang dikenal sebagai salah satu
pengkaji utama pemikiran al-Syatibl. [a berperan dalam menghidupkan kembali kajian maqasid dengan
pendekatan yang lebih sistematis, aplikatif, dan kontekstual. Berbeda dengan pendekatan klasik yang
cenderung normatif, Al-Raysiinl menempatkan maqdsid sebagai prinsip dasar dalam memahami,
mengembangkan, dan mereformasi hukum Islam agar tetap relevan dengan dinamika zaman. Pemikiran
magqasid al-syari‘ah dalam fase kontemporer tidak dapat dilepaskan dari peran Ahmad Al-Raysini, yang
secara khusus dikenal sebagai pengkaji utama pemikiran al-Syatibi sekaligus pengembangnya dalam
konteks modern. Jika al-Syatibi meletakkan fondasi teoritis maqasid, maka Al-Raysiini berperan dalam
merekonstruksi, mensistematisasi, dan mengoperasionalkan teori tersebut agar dapat digunakan sebagai metode
ijtihad kontemporer.(Ahmad al-Raysiini, 1995) Dengan demikian, kontribusi Al-Raysini tidak berhenti pada
pengulangan teori Kklasik, melainkan terletak pada upayanya menjadikan magqasid sebagai kerangka
epistemologis dalam pembentukan hukum Islam modern.

Teori Penguatan Magqasid sebagai Kerangka Metodologis Hukum Islam

Ahmad Al-Raystini menempatkan magqasid al-syari‘ah sebagai kerangka metodologis utama dalam
memahami dan mengembangkan hukum Islam. Berbeda dengan pendekatan klasik yang menjadikan
magqasid sebagai pelengkap dalam usiil al-figh, Al-Raysiinl menegaskan bahwa maqdsid harus menjadi dasar
dalam seluruh proses ijtihad.(Ghofar Shidiq, 2009) Dalam pandangannya, hukum Islam tidak cukup
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dipahami melalui analisis tekstual (nas) semata, tetapi harus diarahkan pada tujuan yang hendak dicapai
oleh syariat. Oleh karena itu, magadsid berfungsi sebagai prinsip pengarah (guiding principles) dalam
penetapan hukum, sehingga setiap produk hukum memiliki orientasi yang jelas terhadap kemaslahatan
manusia. Dengan demikian, Al-Raysiini menggeser posisi maqdsid dari sekadar konsep normatif menjadi
metodologi operasional dalam hukum Islam.

Transformasi Magqasid dari Konsep Normatif ke Metodologi Ijtihad

Kontribusi ini adalah upaya Al-Raysiini dalam mentransformasikan maqgasid dari sekadar konsep
nilai menjadi metode praktis dalam ijtihad. la menegaskan bahwa memahami tujuan syariat harus menjadi
langkah awal dalam setiap proses penetapan hukum.(Ahmad Al-Raysini, 2001) Dengan pendekatan ini,
magqasid tidak lagi hanya menjelaskan “mengapa hukum itu ada”, tetapi juga menentukan “bagaimana
hukum itu harus dibentuk”. Sehingga dapa dianalisis bahwa gagasan ini sangat relevan dalam konteks
kontemporer, karena mampu menjembatani kesenjangan antara teks dan realitas. Al-Raysiini secara
implisit mengkritik pendekatan literalistik, dan menggantinya dengan pendekatan berbasis tujuan, yang
lebih adaptif terhadap perubahan sosial.

Teori Integrasi antara Nas dan Wagqi’

Salah satu kontribusi penting Al-Raystini adalah gagasannya tentang integrasi antara teks (nas) dan
realitas (waqi). la menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami dalam hubungan yang dinamis antara
keduanya. Al-Raysini secara tegas mengkritik pendekatan hukum Islam yang terlalu tekstual (zahiriyyah)
dan mengabaikan konteks sosial. la menegaskan bahwa pemahaman terhadap magqgadsid harus
mempertimbangkan realitas kehidupan manusia (waqi” al-nas)(M. Noor Harisudin, 2014). Dalam hal ini, ia
menempatkan maqasid sebagai jembatan antara teks (nas) dan konteks (wagqi‘), sehingga hukum Islam
tidak terjebak pada kekakuan normatif. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kritik ini merupakan
bentuk respons terhadap stagnasi pemikiran hukum Islam. Al-Raysini tidak menolak teks, tetapi
menghindari pembacaan yang kaku. Pendekatan ini sangat strategis dalam menjawab problem modern,
termasuk dalam isu fatwa digital yang memerlukan fleksibilitas dan sensitivitas konteks. Dalam hal ini,
magqadsid al-syari‘ah berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan teks dengan konteks. Tanpa
pemahaman terhadap realitas, hukum Islam berpotensi menjadi kaku dan tidak relevan. Sebaliknya, tanpa
berpegang pada teks, hukum akan kehilangan legitimasi normatifnya. Dengan demikian, integrasi ini
memastikan bahwa hukum Islam tetap otentik sekaligus adaptif terhadap perubahan sosial.

Teori Perluasan Dimensi Magasid ke Ranah Sosial dan Peradaban

Jika teori Kklasik lebih fokus pada perlindungan lima kebutuhan dasar (al-dartriyyat al-khams), Al-
Raysiint memperluas cakupan maqasid ke arah nilai-nilai sosial yang lebih luas seperti keadilan, kebebasan,
dan martabat manusia(Asafri Jaya Bakri, 2006). [a menekankan bahwa tujuan syariat tidak hanya bersifat
individual, tetapi juga mencakup pembangunan masyarakat dan peradaban. Perluasan ini menunjukkan
bahwa Al-Raysiini memahami maqasid dalam kerangka makro (civilizational). Penulis melihat bahwa ini
menjadi kontribusi penting, karena menjadikan hukum Islam tidak hanya bersifat normatif-individual,
tetapi juga transformatif-sosial.

Teori Integrasi antara Maqasid dan Reformasi Hukum Islam

Al-Raysiuni secara eksplisit mengaitkan maqadsid dengan agenda pembaruan hukum Islam (tajdid).
la menegaskan bahwa stagnasi hukum Islam disebabkan oleh pengabaian terhadap tujuan syariat.(M. Cholil
Nafis, 2014) Dengan demikian, maqasid dijadikan sebagai instrumen utama untuk melakukan reformasi
hukum yang tetap berakar pada prinsip syariat.

Penulis memandang bahwa pemikiran Ahmad Al-Raysini menunjukkan perkembangan penting
dalam teori magqadsid al-syari‘ah karena berhasil mengubah magqasid dari sekadar konsep filosofis menjadi
instrumen metodologis yang aktif dalam proses ijtihad dan reformasi hukum Islam. Pendekatan ini
memberikan ruang yang lebih besar bagi hukum Islam untuk merespons perubahan sosial, perkembangan
teknologi, serta berbagai persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Namun,
perlu dicermati bahwa perluasan fungsi magasid sebagai kerangka utama dalam pembentukan hukum juga
mengandung risiko subjektivitas yang cukup besar. Ketika kemaslahatan, keadilan, atau kebebasan
dijadikan parameter utama, muncul pertanyaan mengenai siapa yang berwenang menentukan batas dan
ukuran nilai-nilai tersebut. Dalam kondisi tertentu, orientasi yang terlalu kuat pada tujuan dapat
mendorong lahirnya penafsiran yang menggeser otoritas teks ke posisi sekunder, sehingga berpotensi
membuka ruang legitimasi bagi berbagai kepentingan yang dibungkus atas nama magqasid. Selain itu,
gagasan integrasi antara nas dan waqi‘ memang menjadikan hukum Islam lebih kontekstual, tetapi juga
menghadirkan tantangan berupa kemungkinan dominasi realitas sosial atas norma syariat apabila tidak
disertai metodologi yang ketat. Oleh karena itu, kekuatan utama pemikiran Al-Raysuni terletak pada
kemampuannya menjadikan hukum Islam lebih dinamis dan responsif, sedangkan kelemahannya terletak
pada potensi elastisitas penafsiran yang dapat menimbulkan perbedaan bahkan konflik dalam menentukan
tujuan syariat yang sesungguhnya. Dengan demikian, pemikiran Al-Raystni perlu dipahami sebagai upaya
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penting untuk menghidupkan kembali fungsi sosial hukum Islam, tetapi penerapannya tetap memerlukan
keseimbangan antara otoritas teks, tujuan syariat, dan realitas masyarakat agar tidak terjebak pada
subjektivitas yang berlebihan.
Teori Magqasid Al-Syari‘ah Menurut Jasser Auda

Pemikiran magqasid al-syari‘ah dalam perkembangan kontemporer mencapai formulasi yang lebih
progresif melalui kontribusi Jasser Auda. Ia dikenal sebagai salah satu pemikir yang melakukan
rekonstruksi mendasar terhadap teori maqasid, dengan memperkenalkan pendekatan baru yang disebut
systems approach (pendekatan sistem). Dalam perspektifnya, hukum Islam tidak lagi dipahami sebagai
kumpulan aturan normatif yang statis, tetapi sebagai sistem yang dinamis, terbuka, dan terus berkembang
sesuai dengan perubahan realitas sosial.(Auda, 2008) Jaseer Auda menilai bahwa pendekatan klasik dalam
ustl al-figh cenderung bersifat reduktif karena hanya berfokus pada analisis tekstual (nas) dan belum
sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan modern. Oleh karena itu, ia mengajukan konsep
magqasid al-syari‘ah sebagai kerangka filosofis sekaligus metodologis untuk membangun kembali hukum
Islam yang lebih responsif, integratif, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.
Magqasid al-Syari‘ah sebagai Filsafat Hukum Islam

Salah satu kontribusi utama Jasser Auda adalah menempatkan magqasid al-syari‘ah sebagai filsafat
hukum Islam (philosophy of Islamic law). la berpendapat bahwa seluruh sistem hukum Islam harus
dipahami berdasarkan tujuan-tujuan universal yang hendak dicapai oleh syariat, seperti keadilan (al-‘adl),
kemaslahatan (al-maslahah), kebebasan (al-hurriyyah), dan martabat manusia (karamah al-insan).(Jasser
Auda, 2013) Dalam kerangka ini, maqasid tidak hanya berfungsi sebagai penjelas hikmah hukum, tetapi juga
sebagai dasar normatif yang menentukan arah pembentukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, hukum
Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan etis dan filosofis yang melandasinya.
Pendekatan Sistem (Systems Approach) dalam Maqasid

Konsep paling khas dalam pemikiran Auda adalah penggunaan pendekatan sistem dalam
memahami hukum Islam. la mengadopsi teori sistem modern untuk menjelaskan bahwa hukum Islam
merupakan suatu sistem yang kompleks dan saling terhubung. Dalam hal ini, Auda merumuskan enam
karakteristik utama sistem hukum Islam, yaitu: Cognitive nature (al-tabi‘ah al-idrakiyyah), yaitu hukum
merupakan hasil pemahaman manusia terhadap teks, sehingga bersifat interpretative, Wholeness (al-
kulliyyah), yaitu hukum harus dipahami secara menyeluruh, tidak parsial, Openness (al-infitah), yaitu sistem
hukum Islam bersifat terbuka terhadap perubahan dan perkembangan, Interrelated hierarchy, yaitu adanya
keterkaitan antara berbagai tingkatan hukum dan nilai,, Multidimensionality, yaitu hukum memiliki
berbagai dimensi yang saling berinteraksi, Purposefulness (al-gha’iyyah), yaitu setiap hukum memiliki
tujuan yang harus dipahami secara mendalam.(Jasser Auda, 2008) Melalui pendekatan ini, Auda berusaha
menghindari pemahaman hukum yang linear dan sempit, serta menggantinya dengan pendekatan yang
lebih holistik dan integratif.
Rekonstruksi Epistemologi Ustil al-Figh

Auda juga melakukan kritik terhadap epistemologi usil al-figh klasik yang dianggap terlalu
berorientasi pada teks dan kurang mempertimbangkan konteks sosial. Ia menilai bahwa struktur klasik
tersebut sering kali menghasilkan hukum yang tidak adaptif terhadap perubahan zaman(Jasser Auda,
2008). Sebagai alternatif, Auda menawarkan rekonstruksi epistemologi dengan menjadikan magqasid
sebagai pusat dalam proses ijtihad. Dalam pendekatan ini, penafsiran terhadap teks tidak boleh dilepaskan
dari tujuan syariat, sehingga proses penetapan hukum menjadi lebih kontekstual dan relevan.
Pendekatan Multidimensional dalam Penetapan Hukum

Jaseer Auda menolak pendekatan satu dimensi dalam memahami hukum Islam. Ia menekankan
bahwa hukum harus dianalisis melalui berbagai dimensi, seperti dimensi tekstual, historis, sosial, moral,
dan tujuan.(Ahmad Alim, 2022) Pendekatan multidimensional ini memungkinkan integrasi antara berbagai
aspek dalam hukum Islam, sehingga menghasilkan keputusan hukum yang lebih komprehensif dan tidak
parsial. Dengan demikian, hukum Islam dapat merespons persoalan kompleks yang tidak dapat
diselesaikan hanya dengan pendekatan tekstual semata.
Perubahan Orientasi dari Proteksi ke Pengembangan

Dalam teori klasik, magasid lebih banyak dipahami sebagai upaya menjaga lima kebutuhan dasar
(al-daruriyyat al-khams). Namun, Auda menggeser orientasi tersebut ke arah yang lebih progresif, yaitu
menjadikan maqasid sebagai sarana untuk pengembangan (development) dan pemenuhan hak-hak manusia
(Abdul Rahman, 2019). Dengan demikian, tujuan syariat tidak hanya bersifat defensif (melindungi), tetapi
juga konstruktif (membangun dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia).
Relevansi Magasid dalam Konteks Kontemporer

Auda menekankan bahwa magqasid al-syari‘ah harus mampu menjawab berbagai persoalan
kontemporer, termasuk globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial. Ia melihat bahwa pendekatan sistem
yang ia tawarkan memungkinkan hukum Islam tetap relevan tanpa kehilangan prinsip dasarnya.(Siti
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Musdah Mulia, 2018) Dalam konteks ini, maqasid menjadi alat analisis yang fleksibel dan adaptif, sehingga
dapat digunakan untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Secara kritis, penulis menganalisis bahwa pemikiran Jasser Auda merupakan salah satu bentuk
pembaruan magqasid al-syari‘ah yang paling progresif karena berhasil menggeser cara pandang hukum
Islam dari model yang cenderung linear dan tekstual menuju pendekatan sistem yang holistik,
multidimensional, dan berorientasi pada tujuan. Keunggulan utama teorinya terletak pada kemampuannya
menjelaskan kompleksitas persoalan modern yang tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui pembacaan
literal terhadap nash. Dengan menempatkan magqasid sebagai filsafat hukum sekaligus pusat ijtihad, Jaseer
Auda membuka ruang yang luas bagi hukum Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, hak asasi manusia, dan perubahan sosial. Namun, di balik kelebihannya,
pendekatan ini juga menghadapi sejumlah persoalan metodologis. Penekanan besar pada tujuan,
kemaslahatan, dan pengembangan manusia berpotensi mengurangi posisi otoritatif teks apabila tidak
disertai batasan yang jelas. Dalam praktiknya, konsep seperti keadilan, kebebasan, martabat manusia, dan
pembangunan sering kali memiliki makna yang berbeda-beda sesuai konteks sosial dan ideologi penafsir.
Akibatnya, pendekatan sistem yang ditawarkan Auda dapat menghasilkan penafsiran hukum yang sangat
fleksibel hingga berisiko menimbulkan relativisme hukum. Selain itu, adopsi teori sistem modern ke dalam
kajian hukum Islam juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana konsep-konsep yang berasal
dari tradisi ilmu kontemporer dapat diintegrasikan tanpa menggeser karakter normatif syariat itu sendiri.
Oleh karena itu, meskipun pemikiran Jasser Auda menawarkan solusi yang inovatif bagi tantangan hukum
Islam modern, penerapannya tetap memerlukan kerangka metodologis yang ketat agar keterbukaan dan
fleksibilitas yang ditawarkannya tidak berkembang menjadi penafsiran yang terlalu bebas dan menjauh
dari prinsip-prinsip dasar syariat.

Analisis Komparatif Pemikiran Ibn ‘Asyiir, Ahmad Al-Raysiuini, dan Jasser Auda
Persamaan Pemikiran Ketiga Tokoh
Penegasan Sentralitas Maqasid al-Syari‘ah

Ketiga tokoh sepakat bahwa magqasid al-syari‘ah merupakan inti dari hukum Islam yang tidak dapat
dipisahkan dari proses penetapan hukum. Ibn ‘Asyir menempatkan magqdsid sebagai dasar independen
dalam memahami syariat(Muhammad Tahir Ibn ‘Asyir, 2001), Al-Raysiinl menguatkannya sebagai
kerangka metodologis ijtihad(Ahmad Al-Raysiini, 1995), sedangkan Jasser Auda mengembangkannya
sebagai pendekatan sistemik dalam analisis hukum(Auda, 2008). Dengan demikian, ketiganya
berkontribusi dalam menggeser paradigma hukum Islam dari pendekatan tekstual menuju pendekatan
yang berorientasi tujuan (purpose-oriented approach).

Orientasi pada Kemaslahatan (al-maslahah)

Ketiga pemikir sama-sama menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat. Ibn ‘Asyir
menekankan pentingnya menjaga keteraturan sosial, Al-Raysiini menegaskan kemaslahatan sebagai dasar
ijtihad, sementara Auda memperluasnya ke arah pembangunan manusia (human development)(
Muhammad Igbal Fasa 2016). Persamaan ini menunjukkan bahwa magqasid pada dasarnya merupakan
instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara komprehensif, baik dalam dimensi individu
maupun sosial.

Keterbukaan terhadap Perubahan Sosial

Ketiganya mengakui bahwa hukum Islam harus responsif terhadap perubahan zaman. Ibn ‘Asyiir
membuka ruang melalui konsep maqadsid ‘@mmah, Al-Raysini melalui integrasi antara nas dan wdagqi’,
sedangkan Auda melalui konsep openness dalam teori sistemnya(A. S. [rawan, 2022). Hal ini menunjukkan
bahwa magqasid berfungsi sebagai mekanisme adaptasi hukum Islam terhadap dinamika sosial.

Kritik terhadap Pendekatan Legalistik Klasik

Ketiga tokoh secara implisit maupun eksplisit mengkritik pendekatan fikih klasik yang terlalu
tekstual dan kurang mempertimbangkan tujuan syariat. Ibn ‘Asyir mengkritik keterbatasan usal al-figh
klasik, Al-Raystinl menyoroti stagnasi ijtihad, sementara Auda mengkritik pendekatan reduksionis dan
linear dalam hukum Islam(S. Prihantoro, 2017). Dengan demikian, ketiganya berupaya merevitalisasi
hukum Islam agar lebih kontekstual dan relevan.

Penulis menganalisis bahwa persamaan pemikiran Ibn ‘Asyir, Al-Raysini, dan Jasser Auda
menunjukkan upaya kuat untuk menjadikan magasid al-syari‘ah sebagai pusat dalam pengembangan
hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial. Pendekatan ini menjadi
keunggulan karena mampu menghindarkan hukum Islam dari kekakuan tekstual serta lebih berorientasi
pada kemaslahatan. Namun, penekanan yang besar pada tujuan syariat juga berpotensi menimbulkan
subjektivitas dalam menentukan makna kemaslahatan, keadilan, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena
itu, penerapan maqasid tetap harus menjaga keseimbangan antara tujuan syariat, realitas sosial, dan
otoritas nash agar tidak menghasilkan penafsiran yang terlalu bebas.

Perbedaan Pemikiran Ketiga Tokoh
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Perbedaan pada Level Epistemologis

Perbedaan mendasar terletak pada bagaimana masing-masing tokoh memposisikan magqasid
dalam struktur keilmuan Islam. Ibn ‘Asyir mengembangkan maqdsid sebagai disiplin ilmu yang relatif
mandiri dari usil al-figh (Muhammad Khalid Masud, 2005). Al-Raysiini tetap menempatkan magqasid dalam
kerangka usil al-figh, tetapi dengan peran yang lebih dominan. Jasser Auda melampaui keduanya dengan
menjadikan magqasid sebagai bagian dari pendekatan interdisipliner berbasis teori sistem. Perbedaan ini
menunjukkan adanya evolusi epistemologis dari klasik menuju kontemporer.
Perbedaan pada Pendekatan Metodologis

Ibn ‘Asyir menggunakan pendekatan normatif-konseptual dengan penekanan pada generalisasi
tujuan syariat. Al-Raysiini mengembangkan pendekatan metodologis yang aplikatif dalam ijtihad (M.
Maulidi, 2012). Sementara itu, Jasser Auda menggunakan pendekatan sistem (systems approach) yang
bersifat holistik dan multidimensional. Dengan demikian, perbedaan ini mencerminkan pergeseran dari
pendekatan teoritis menuju pendekatan analitis yang lebih kompleks.
Perbedaan dalam Ruang Lingkup Magasid

Ibn ‘Asyir memperluas magqdsid ke tingkat umum (magqasid ‘@ammah), seperti keadilan dan
keteraturan sosial(S. Shandana, 2016). Al-Raysiini melanjutkan perluasan tersebut dengan menekankan
peran maqasid dalam reformasi hukum. Namun, Jasser Auda melangkah lebih jauh dengan memasukkan
isu-isu global seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan pembangunan (M. Mattori, 2023). Perbedaan ini
menunjukkan bahwa cakupan maqasid semakin luas seiring perkembangan zaman.
Perbedaan dalam Relasi antara Teks dan Realitas

Ibn ‘Asyir masih menempatkan teks sebagai pijakan utama dengan penguatan pada tujuan. Al-
Raysiinl menekankan keseimbangan antara teks dan realitas. Sementara itu, Jasser Auda memandang
hubungan tersebut secara lebih dinamis dalam kerangka sistem terbuka, di mana realitas memiliki peran
yang lebih signifikan dalam proses interpretasi hukum. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari
pendekatan tekstual menuju pendekatan kontekstual-sistemik.
Perbedaan dalam Orientasi Reformasi Hukum

Ibn ‘Asyur berfokus pada pembaruan konseptual magasid. Al-Raysiini menekankan reformasi
metodologi ijtihad. Adapun Jasser Auda mengarahkan magqasid sebagai alat reformasi sosial yang lebih luas,
termasuk dalam kebijakan publik dan tata kelola global. Dengan demikian, orientasi reformasi berkembang
dari tataran teoritis menuju implementasi praktis yang lebih luas.
Sintesis Komparatif

Secara keseluruhan, ketiga tokoh tersebut merepresentasikan tahapan perkembangan pemikiran

magqasid al-syari‘ah: Tbn ‘Asyiir berada pada fase sistematisasi dan fondasi konseptual, Al-Raysiini berada
pada fase metodologisasi dan penguatan ijtihad, Jasser Auda berada pada fase transformasi sistemik dan
kontekstualisasi global

Menurut penulis, relasi ini menunjukkan bahwa pemikiran maqgdsid berkembang secara evolutif,
bukan terputus. Setiap tokoh tidak menegasikan yang sebelumnya, tetapi justru melengkapinya sesuai
dengan kebutuhan zamannya. Dengan demikian, analisis komparatif ini menegaskan bahwa magqasid al-
syari‘ah merupakan konsep yang dinamis dan terus berkembang, serta memiliki potensi besar sebagai
kerangka analisis dalam menjawab persoalan kontemporer, termasuk dalam konteks fatwa digital dan
perkembangan teknologi modern. Relasi ini menunjukkan bahwa pemikiran magasid berkembang secara
evolutif, bukan terputus. Setiap tokoh tidak menegasikan yang sebelumnya, tetapi justru melengkapinya
sesuai dengan kebutuhan zamannya. Dengan demikian, analisis komparatif ini menegaskan bahwa maqasid
al-syari‘ah merupakan konsep yang dinamis dan terus berkembang, serta memiliki potensi besar sebagai
kerangka analisis dalam menjawab persoalan kontemporer, termasuk dalam konteks fatwa digital dan
perkembangan teknologi modern. Namun, menurut penulis perbedaan pemikiran Ibn ‘Asyir, Al-Raysini,
dan Jasser Auda menunjukkan perkembangan magqasid al-syari‘ah yang semakin dinamis, dari pembaruan
konseptual hingga pendekatan sistem yang bersifat interdisipliner. Perkembangan ini memperluas
kemampuan hukum Islam dalam merespons tantangan modern, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan
baru. Semakin luas cakupan magasid dan semakin besar peran realitas sosial dalam penafsiran hukum,
semakin terbuka pula kemungkinan munculnya subjektivitas dalam menentukan tujuan syariat. Jika Ibn
‘Asyiir masih relatif dekat dengan kerangka normatif klasik, maka pendekatan Jasser Auda yang lebih
terbuka berisiko menghasilkan penafsiran yang sangat fleksibel dan beragam. Oleh karena itu, perbedaan
ketiga tokoh ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam memerlukan keseimbangan antara inovasi
metodologis dan komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar syariat agar tidak kehilangan landasan
normatifnya.

Relevansi Teori Magqasid Al-Syari‘ah Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur, Ahmad Al-Raysiini, dan Jasser

Auda terhadap Persoalan Kontemporer Melalui Pendekatan Kaidah-Kaidah Usiiliyyah.
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Relevansi Teori Magasid Al-SyariAh Muhammad Tahir Ibn ‘Asyir terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat
Eksploitasi melalui Pendekatan Kaidah Ustliyyah

Relevansi teori maqasid al-syari‘ah yang dikembangkan oleh Muhammad Tahir Ibn Asyur terletak
pada kemampuannya mengintegrasikan dimensi tekstual (nash) dengan tujuan substantif syariat dalam
proses ijtihad. Ibn Asyiir menempatkan magqdsid sebagai asas epistemologis dalam memahami hukum
Islam, sehingga setiap penetapan hukum tidak hanya bertumpu pada bunyi literal teks, tetapi juga pada
tujuan rasional yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu kemaslahatan manusia (Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur,
2011). Dalam kerangka metodologis ustil figh, integrasi tersebut harus melalui tahapan yang sistematis,
yaitu dimulai dari analisis nash, dilanjutkan dengan pendekatan kaidah-kaidah usiliyyah, kemudian
dikaitkan dengan magqasid, hingga menghasilkan istinbat hukum yang kontekstual. Dengan pendekatan ini,
hukum Islam tidak berhenti pada tekstualitas, tetapi berkembang menjadi sistem normatif yang adaptif

terhadap persoalan kontemporer(Abd. Rahman Dahlan, 2014).

Salah satu persoalan kontemporer yang relevan untuk dikaji melalui teori maqasid al-syari‘ah
Muhammad Tahir Ibn Asyur adalah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam secara
berlebihan. Fenomena deforestasi, pencemaran sungai, kerusakan ekosistem, serta eksploitasi tambang
yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan telah menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti
hilangnya sumber penghidupan masyarakat, meningkatnya risiko bencana, dan menurunnya kualitas hidup
manusia(Ahmad Khoirul Fata, 2017). Dalam perspektif maqasid al-syari‘ah, persoalan tersebut tidak hanya
berkaitan dengan perlindungan harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-nafs), tetapi juga menyangkut
kemaslahatan umum (al-maslahah al-‘@mmah) serta keberlangsungan tatanan sosial (nizam al-ummah)
yang menjadi perhatian utama dalam pemikiran Ibn ‘Asyir(Muhammad Tahir Ibn ‘Asyir, 2001).

Pertama, dasar normatif larangan merusak lingkungan dapat ditemukan dalam firman Allah Swt.:

L Sal 3 a HY1 8 1 s ¥
Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya.” (QS. Al-Araf:
56).(Kementerian Agama Republik Indonesia., 2019)

Secara usiliyyah, ayat ini dianalisis melalui kaidah al-nahy yaqtadi al-tahrim (o~ =3 V) yang
berarti “larangan pada dasarnya menunjukkan keharaman”(al-Zuhaili, 1986). Lafaz Ia tufsidii merupakan
bentuk larangan (nahy) yang menunjukkan bahwa tindakan yang menimbulkan kerusakan (fasad) pada
lingkungan pada dasarnya dilarang oleh syariat. Dalam konteks kontemporer, eksploitasi sumber daya alam
yang mengakibatkan kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, dan hilangnya keseimbangan ekosistem
termasuk dalam kategori perbuatan yang bertentangan dengan larangan tersebut (A. Suryani, 2019).

Kedua, untuk memahami cakupan larangan tersebut digunakan kaidah al-‘ibrah bi ‘umim al-lafz la
bi khusiis al-sabab (<) sa sy ¥ Lilll o gazy 3 1) yang berarti “yang menjadi pegangan adalah keumuman
lafaz, bukan kekhususan sebab” (Abdul Wahhab Khallaf, 1978). Meskipun ayat tersebut turun dalam konteks
tertentu pada masa awal Islam, keumuman lafaz fasad fi al-ard mencakup seluruh bentuk kerusakan yang
terjadi di muka bumi. Dengan demikian, makna kerusakan tidak hanya terbatas pada kerusakan moral dan
sosial, tetapi juga meliputi kerusakan ekologis yang mengancam kehidupan manusia (Quraish Shihab,
2002).

Ketiga, analisis maqgasid diperkuat melalui kaidah al-hukmu yadiiru ma‘a ‘illatihi wujidan wa
‘adaman (Lae 5135 y4dle aa )50 2Sall) yang berarti “hukum berputar bersama ‘illatnya, ada atau tidak adanya”
(Abdul Karim Zaidan, 2006). Salah satu ‘illat larangan kerusakan lingkungan adalah timbulnya mudarat bagi
manusia dan terganggunya kemaslahatan umum. Ketika eksploitasi sumber daya alam menyebabkan banjir,
longsor, krisis air bersih, hilangnya mata pencaharian masyarakat, atau kerusakan ekosistem yang
berdampak pada generasi mendatang, maka ‘illat larangan tersebut nyata hadir (Ahmad Rofiq, 2021). Oleh
karena itu, semakin besar dampak kerusakan yang ditimbulkan, semakin kuat pula alasan syariat untuk
membatasi atau melarang aktivitas tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut, teori magasid al-syari‘ah Ibn ‘Asyir menunjukkan bahwa
perlindungan lingkungan bukan sekadar isu teknis atau kebijakan publik, melainkan bagian dari upaya
mewujudkan al-maslahah al-‘dmmah. Kerusakan lingkungan tidak hanya merugikan individu tertentu,
tetapi mengancam kepentingan kolektif masyarakat dan keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
Integrasi antara nash, kaidah usiiliyyah, dan maqasid menghasilkan konstruksi hukum yang menempatkan
pelestarian lingkungan sebagai kewajiban, sedangkan eksploitasi yang menimbulkan kerusakan dan
mengancam kemaslahatan umum dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan
utama syariat (Mufidah, 2021).

Menurut analisis penulis, relevansi teori maqasid al-syari‘ah Muhammad Tahir Ibn ‘Asyir terhadap
isu kerusakan lingkungan terletak pada kemampuannya menempatkan kemaslahatan umum (al-maslahah
al-‘dmmah) sebagai orientasi utama dalam penetapan hukum. Melalui perspektif ini, eksploitasi sumber
daya alam tidak dapat dinilai hanya dari manfaat ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga harus
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mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat dan lingkungan.
Namun demikian, konsep kemaslahatan yang ditawarkan Ibn ‘Asyir masih menyisakan ruang interpretasi
yang luas sehingga berpotensi digunakan untuk membenarkan proyek eksploitasi atas nama pembangunan
dan kesejahteraan publik. Oleh karena itu, menurut penulis, ukuran kemaslahatan tidak boleh berhenti
pada keuntungan jangka pendek, melainkan harus mencakup keberlanjutan ekologi, perlindungan hak
masyarakat terdampak, dan kepentingan generasi mendatang. Dengan demikian, suatu aktivitas yang
menghasilkan manfaat ekonomi tetapi menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas pada hakikatnya
bertentangan dengan tujuan syariat, karena merusak kemaslahatan kolektif yang justru menjadi inti
pemikiran magqasid Ibn ‘Asyir.

Relevansi Teori Maqasid Al-Syari‘ah Ahmad Al-Raystini terhadap Fintech Lending Melalui Pendekatan Kaidah
Ustliyyah

Relevansi teori maqasid al-syari‘ah yang dikembangkan oleh Ahmad al-Raysuni terletak pada
upayanya menegaskan maqasid sebagai manhaj (metode) dalam ijtihad, bukan sekadar sebagai nilai
tambahan dalam penetapan hukum. Al-Raysiin1 menempatkan maqasid sebagai kerangka berpikir yang
menghubungkan antara nash, realitas, dan tujuan hukum, sehingga ijtihad tidak terjebak dalam
tekstualisme sempit, tetapi tetap berada dalam koridor metodologi usil figh yang sahih(Ahmad Al-Raysini,
1995). Dalam perspektif ini, maqasid tidak berdiri sendiri, melainkan harus dioperasionalkan melalui
kaidah-kaidah ustiliyyah. Kaidah tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk memahami struktur makna
dalam nash, sekaligus sebagai alat untuk mengekstraksi hukum yang relevan dengan konteks kontemporer.
Oleh karena itu, pendekatan al-Raysini menekankan integrasi antara analisis lafaz, penalaran kausal (talil),
dan orientasi kemaslahatan (Ahmad al-Raysiini, 2009).

Salah satu persoalan kontemporer yang dapat dikaji melalui pendekatan ini adalah praktik
pinjaman online berbunga tinggi (fintech lending ilegal) yang marak di masyarakat. Praktik ini seringkali
menimbulkan dampak sosial berupa jeratan utang, tekanan psikologis, hingga pelanggaran privasi. Dalam
perspektif maqdsid, persoalan ini berkaitan dengan perlindungan harta (hifz al-mal) dan perlindungan jiwa
(hifz al-nafs), yang termasuk dalam kategori magqasid al-dartriyyat (Oni Sahroni, et.al 2019),

Pertama, dasar larangan riba sebagai fondasi analisis terdapat dalam firman Allah swt. )

e B0 a0 5 aall A Ol
Terjemahnya:
".. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba .." (QS. Al-Bagarah: 275).
(Kementerian Agama Republik Indonesia., 2019)

Ayat ini dianalisis dengan kaidah s sl ¢l 3 JaV¥ (al-aslu fi al-nahy lil-tahrim) yang artinya: “Pada
dasarnya, larangan menunjukkan keharaman.” Lafaz “s)»" dalam ayat tersebut menunjukkan penetapan
hukum haram terhadap riba. Dalam konteks pinjaman online berbunga tinggi, tambahan bunga yang
bersifat eksploitatif termasuk dalam kategori riba, sehingga hukumnya haram secara prinsipil.

Kedua, untuk memahami cakupan larangan tersebut, digunakan kaidah: e sass ¥ Lilll o gazs 3 el
) (al-‘ibrah bi ‘umim al-lafz 1a bi khusiis al-sabab) Artinya: “Yang menjadi pegangan adalah keumuman
lafaz, bukan kekhususan sebab.” Meskipun ayat tersebut turun dalam konteks praktik riba pada masa
jahiliyah, keumuman lafaznya mencakup seluruh bentuk riba, termasuk yang muncul dalam sistem
keuangan modern seperti pinjaman digital. Dengan demikian, larangan riba tetap berlaku dalam konteks
fintech (Satria Effendi, 2005).

Ketiga, pendekatan al-Raysinl menekankan pentingnya ta‘lil al-ahkam (penemuan ‘illat hukum).
Dalam hal ini digunakan kaidah Gac s s 4ile aa 50 oSall (al-hukmu yadiru ma‘a ‘illatihi wujidan wa
‘adaman) yang artinya: “Hukum berputar bersama ‘illatnya, ada atau tidak adanya.” ‘Illat keharaman riba
adalah adanya unsur kezaliman dan eksploitasi dalam transaksi. Dalam praktik pinjaman online ilegal,
bunga tinggi, denda berlipat, serta tekanan terhadap peminjam menunjukkan adanya ‘illat tersebut. Oleh
karena itu, hukum keharaman tetap berlaku karena ‘illatnya masih eksis dalam bentuk yang bahkan lebih
kompleks (Nurhadi, 2010).

Melalui pendekatan ini, teori maqgasid al-Raysini tidak hanya berhenti pada penegasan hukum
haram terhadap riba, tetapi juga memberikan kerangka analisis untuk memahami dampak sosialnya.
Praktik pinjaman online berbunga tinggi terbukti merusak stabilitas ekonomi individu, mengancam
keselamatan psikologis, dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Hal ini menunjukkan adanya
pelanggaran terhadap magqasid al-syari‘ah, khususnya dalam aspek perlindungan harta dan jiwa. Lebih
lanjut, pendekatan ini juga membuka ruang bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang berkeadilan,
transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, penyelesaian persoalan ini tidak hanya
berupa pelarangan, tetapi juga menuntut adanya sistem keuangan alternatif yang adil dan bebas dari
eksploitasi. Pendekatan maqasid al-Raysiini mendorong pengembangan instrumen keuangan syariah yang
berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan, sehingga hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi
juga solutif.

Nurhildawati/ Rekonstruksi Teori Maqasid Al-Syari‘ah Pemikiran Muhammad Tahir Ibn ‘Asyiir, Ahmad Al-Raysiini, Jaseer Auda dan
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Penulis memandang penerapan teori magqasid al-syari‘ah Ahmad al-Raysiini terhadap praktik
pinjaman online berbunga tinggi menunjukkan keunggulan pendekatan magqasid yang tidak hanya berfokus
pada keharaman riba secara normatif, tetapi juga menyoroti dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang
ditimbulkannya. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam mampu membaca realitas
kontemporer melalui integrasi antara nash, kaidah usuliyyah, dan analisis kemaslahatan. Namun,
argumentasi tersebut masih menghadapi tantangan ketika diterapkan pada perkembangan industri
keuangan digital yang sangat beragam. Tidak semua layanan pinjaman digital memiliki karakteristik
eksploitasi yang sama, sehingga diperlukan kriteria yang lebih jelas untuk membedakan antara praktik yang
benar-benar mengandung unsur kezaliman dan layanan keuangan yang bersifat produktif atau darurat.
Selain itu, fokus pada aspek pelarangan sering kali belum cukup untuk menyelesaikan persoalan struktural
yang menyebabkan masyarakat bergantung pada pinjaman online, seperti rendahnya literasi keuangan dan
terbatasnya akses pembiayaan yang terjangkau. Oleh karena itu, kekuatan utama pendekatan al-Raysiini
terletak pada kemampuannya menghubungkan hukum dengan realitas sosial, tetapi efektivitasnya akan
lebih optimal jika disertai pengembangan solusi ekonomi syariah yang konkret, inklusif, dan mampu
menjadi alternatif nyata bagi masyarakat.

Relevansi Teori Magqasid al-Syari‘ah Jasser Auda terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan (artificial
intelligence/AI) dalam Pengambilan Keputusan melalui Pendekatan Kaidah Usiliyyah

Relevansi teori maqasid al-syari‘ah yang dikembangkan oleh Jasser Auda terletak pada
pendekatannya yang bersifat sistemik (systems approach), yang menempatkan hukum Islam sebagai suatu
sistem terbuka, multidimensional, dan dinamis. Auda mengkritik pendekatan klasik yang cenderung linear
dan reduksionis, serta menawarkan kerangka maqgasid yang mampu membaca realitas secara komprehensif
melalui integrasi antara teks, konteks, dan tujuan hukum (Auda, 2008). Dalam perspektif ini, maqasid tidak
hanya dipahami sebagai tujuan akhir hukum, tetapi juga sebagai prinsip operasional dalam proses ijtihad.
Namun demikian, sebagaimana ditegaskan dalam tradisi usil figh, penerapan maqasid tetap harus
berlandaskan pada analisis nash melalui kaidah-kaidah usiiliyyah. Dengan demikian, pendekatan Auda tidak
mengabaikan teks, melainkan memperluas cara pembacaannya agar lebih responsif terhadap kompleksitas
persoalan kontemporer (Jasser Auda, 2015).

Salah satu persoalan kontemporer yang relevan untuk dikaji adalah penggunaan kecerdasan buatan
(artificial intelligence/AI) dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam sektor publik seperti penentuan
bantuan sosial atau rekrutmen kerja. Meskipun teknologi ini menawarkan efisiensi, namun juga berpotensi
menimbulkan ketidakadilan akibat bias algoritma dan kurangnya transparansi. Dalam perspektif maqasid,
persoalan ini berkaitan dengan prinsip keadilan (“adl), perlindungan hak individu, dan kemaslahatan umum
(Syamsul Anwar, 2019).

Pertama, prinsip keadilan sebagai dasar normatif dapat ditemukan dalam firman Allah Swt.:

o Y13 Ol 2 )
Terjemahnya:

"... Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan .." (QS. An-Nahl:
90)(Kementerian Agama Republik Indonesia., 2019)

Ayat ini dianalisis dengan kaidah < s> s »¥! & =Y (al-aslu fi al-amr lil-wujiib) yang artinya: “Pada
dasarnya, setiap perintah menunjukkan kewajiban.” Lafaz “ <" (memerintahkan) menunjukkan adanya
tuntutan normatif untuk menegakkan keadilan. Berdasarkan kaidah ini, keadilan bukan sekadar nilai etis,
tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus diwujudkan dalam setiap sistem, termasuk dalam
penggunaan teknologi Al

Kedua, untuk memastikan bahwa prinsip keadilan tersebut berlaku secara luas, digunakan kaidah
wapadill B 3 palle dasee e Aa ol (gl-‘am yabqa ‘ala ‘umimih ma lam yarid dalil al-takhsis) yang artinya:
“Lafaz umum tetap berlaku umum selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya.” Perintah berlaku adil
dalam ayat tersebut bersifat umum dan tidak terbatas pada konteks tertentu. Oleh karena itu, kewajiban
menegakkan keadilan juga mencakup sistem digital dan algoritma modern. Tidak adanya dalil yang
mengecualikan teknologi dari prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan harus menjadi standar dalam
pengembangan dan penggunaan Al (Amir Syarifuddin, 2011a).

Ketiga, dalam pendekatan sistemik Auda, digunakan pendekatan multidimensional yang
mempertimbangkan aspek epistemologis (validitas pengetahuan), sosial (dampak terhadap masyarakat),
etis (tanggung jawab moral), dan tujuan hukum (maqdsid) untuk itu penting untuk memahami tujuan
hukum melalui penelusuran ‘illat. Dalam hal ini digunakan kaidah Gae s 13sa s 4dle aa 90 &l (al-hukmu
yadiru ma‘a ‘illatihi wujiidan wa ‘adaman) yang artinya: “Hukum berputar bersama ‘illatnya, ada atau tidak
adanya.” ‘Illat dari kewajiban keadilan adalah tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kezaliman. Dalam
praktik Al, jika algoritma menghasilkan diskriminasi atau ketidakadilan, maka ‘illat keadilan tidak terpenuhi
(Amir Syarifuddin, 2011b). Oleh karena itu, penggunaan Al yang tidak transparan dan bias bertentangan
dengan prinsip syariat, sedangkan penggunaan Al yang adil dan akuntabel sejalan dengan magqasid al-
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syari‘ah. Meskipun Al memberikan kemudahan akses fatwa, potensi kesalahan dan penyalahgunaan harus
menjadi pertimbangan utama. Dengan menggunakan pendekatan sistemik, Auda menekankan bahwa
hukum tidak boleh dipahami secara parsial, tetapi harus dilihat dalam keterkaitannya dengan berbagai
aspek, seperti sosial, teknologi, dan etika. Dalam konteks ini, penyelesaian persoalan Al harus mencakup
regulasi yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Al diperbolehkan selama
memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta tidak menimbulkan kezaliman. Sebaliknya, jika
teknologi tersebut menghasilkan ketidakadilan atau merugikan masyarakat, maka penggunaannya harus
dibatasi atau bahkan dilarang (Ahmad Faisal, 2022). Pendekatan ini menunjukkan bahwa magqasid tidak
hanya berfungsi sebagai tujuan, tetapi juga sebagai parameter evaluatif dalam menilai kebijakan dan
teknologi modern.

Berdasarkan analisis penulis, penerapan teori magqasid al-syari‘ah Jasser Auda terhadap
penggunaan kecerdasan buatan (AI) menunjukkan keunggulan pendekatan sistemik dalam merespons
persoalan yang sangat kompleks dan tidak dikenal dalam khazanah fikih klasik. Pendekatan ini
memungkinkan hukum Islam tidak hanya menilai Al dari aspek halal dan haram, tetapi juga dari dampaknya
terhadap keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik. Dengan demikian, teori Auda
memberikan kerangka yang lebih komprehensif untuk mengevaluasi teknologi modern. Namun,
pendekatan tersebut juga menghadapi tantangan karena konsep keadilan dan kemaslahatan dalam
penggunaan Al sering kali sulit diukur secara objektif. Algoritma yang dianggap adil oleh suatu kelompok
belum tentu dipandang adil oleh kelompok lain, sehingga penentuan standar magqdsid berpotensi
dipengaruhi oleh kepentingan sosial, politik, atau ekonomi tertentu. Selain itu, pendekatan sistemik yang
sangat terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran yang
semakin luas apabila tidak diimbangi dengan batasan metodologis yang jelas. Oleh karena itu, meskipun
teori Jasser Auda sangat relevan dalam menjawab persoalan Al dan teknologi digital, penerapannya tetap
memerlukan pengawasan etis, regulasi yang kuat, serta keterlibatan ahli syariah dan teknologi agar tujuan
kemaslahatan yang diharapkan tidak hanya menjadi ideal normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam
praktik.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran maqasid al-syari‘ah Muhammad
Tahir Ibn ‘Asyir, Ahmad al-Raysuni, dan Jasser Auda menunjukkan perkembangan yang bersifat evolutif
dalam upaya menjadikan tujuan syariat sebagai fondasi utama pengembangan hukum Islam kontemporer.
Ibn ‘Asyir berkontribusi melalui sistematisasi maqasid al-syari‘ah sebagai disiplin ilmu yang relatif mandiri
dengan penekanan pada kemaslahatan umum, kebebasan, dan keberlangsungan tatanan sosial. Al-Raysiini
mengembangkan magqasid sebagai kerangka metodologis ijtihad yang mengintegrasikan teks dan realitas
sosial sehingga hukum Islam dapat lebih responsif terhadap perubahan zaman. Sementara itu, Jasser Auda
merekonstruksi maqasid melalui pendekatan sistem (systems approach) yang bersifat holistik,
multidimensional, dan berorientasi pada pembangunan manusia. Analisis komparatif menunjukkan bahwa
ketiganya memiliki persamaan dalam menempatkan maqasid sebagai orientasi utama hukum Islam,
menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan syariat, serta mengkritik pendekatan hukum yang terlalu
tekstual. Adapun perbedaannya terletak pada landasan epistemologis, pendekatan metodologis, ruang
lingkup magqasid, relasi antara teks dan realitas, serta orientasi reformasi hukum yang mereka tawarkan.
Penelitian ini juga menemukan bahwa teori maqasid al-syari‘ah ketiga tokoh tersebut memiliki relevansi
yang kuat dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer melalui pendekatan kaidah-kaidah usiliyyah.
Pemikiran Ibn ‘Asyir relevan dalam isu kerusakan lingkungan melalui orientasi kemaslahatan umum dan
keberlanjutan sosial, pemikiran Al-Raysiini relevan dalam menganalisis praktik fintech lending melalui
integrasi maqasid dan ijtihad yang berorientasi pada keadilan ekonomi, sedangkan pemikiran Jasser Auda
relevan dalam merespons penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence) melalui pendekatan
sistemik yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan publik. Berdasarkan temuan tersebut,
disarankan kepada akademisi dan peneliti hukum Islam untuk mengembangkan kajian magasid al-syari‘ah
secara lebih aplikatif pada berbagai isu kontemporer yang terus berkembang, khususnya di bidang
teknologi, ekonomi digital, dan lingkungan hidup. Kepada lembaga fatwa, pembuat kebijakan, dan praktisi
hukum Islam, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu kerangka metodologis dalam
merumuskan kebijakan dan produk hukum yang tidak hanya berlandaskan pada teks normatif, tetapi juga
mempertimbangkan tujuan syariat, kemaslahatan masyarakat, serta dinamika sosial yang terus berubah,
sehingga hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan
modern.
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